ABSTRAK

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun
pegawai sipil, baik polisi maupun pegawai sipil, serta pihak-pihak lainnya. Korupsi
dengan kata lain adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh
oknum pihak pejabat atau penguasa untuk memperkaya diri sendiri atau demi agar dapat
menjalankan kepentingannya

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan
secara optiomal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan
berlandaskan undang-undang, dibentuklah lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dengan harapan untuk dapat menekan atau bahkan menghilangkan
pelanggaran tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

Namun indepensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dipertanyakan semenjak
diberlakukannya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pembaharuan kedua atas
undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena
dinilai dapat menyebabkan terhambat atau menurunnya kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi.



ABSTRAC

Corruption is the action of public officials, both politicians and civil servants,
both police and civil servants, as well as other parties. Corruption in other words is an
abuse of authority and office carried out by officials or authorities to enrich themselves or
to be able to carry out their interests.

Efforts to combat corruption crimes whose implementation is carried out in an
optiomal, intensive, effective, professional and continuous manner. Based on the law, an
anti-corruption agency was established by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
with the hope of being able to suppress or even eliminate violations of criminal acts of
corruption in Indonesia.

But the indepence of the Corruption Eradication Commission began to be
questioned since the enactment of undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi because it was considered to cause hampering or decreased
performance of the Corruption Eradication Commission.



